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PUTUSAN
Nomor 326 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai
berikut dalam perkara antara:
1. MARDIANTA PEK, bertempat tinggal di Taman Resort
Mediterania, Blok Z1, Nomor 32, RT 002/08, Kelurahan
Kapuk Muara, Panjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Neshawaty Arsyad, S.H., M.H. C.I.L.
dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum
Arsyad Arsyad & Co., berkantor di Kirana Boutique Office
Blok C2/2, Jalan Boulevard Raya, Nomor 1, Kelapa Gading
Timur, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 1 Agustus 2022;
2. Ny. LIDYA FEDORA, bertempat tinggal di Taman Resort
Mediterania, Blok Z1, Nomor 32, RT 002/08, Kelurahan
Kapuk Muara, Panjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Neshawaty Arsyad, S.H., M.H. C.I.L.
dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum
Arsyad Arsyad & Co., berkantor di Kirana Boutique Office
Blok C2/2, Jalan Boulevard Raya, Nomor 1, Kelapa Gading
Timur, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 1 Agustus 2022;
Para Pemohon Kasasi;
Lawan
FRANK LEE alias LEE YUNG FANG, bertempat tinggal di
Taman Resort Mediterania, Blok Z1, Nomor 1, RT 002/08,
Kelurahan Kapuk Muara, Panjaringan, Jakarta Utara, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Rakhman Permana, S.H., dan
kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rakhman Permana
& Rekan, berkantor di Segara City, Cluster Celtic, SC.315.12,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1
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Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Perjanjian dengan Pengikatan Nomor 008/SP&P-LEE
TSM/IV/2019 tanggal 16 April 2019 adalah cacat hukum dan karenanya
batal demi hukum;

3. Menyatakan Perjanjian dengan Pengikatan Nomor 008/SP&P-LEE
TSM/IV/2019 tanggal 16 April 2019, tidak mengikat pihak Penggugat dan
Tergugat dalam hal pengalihan saham, jual beli maupun gadai saham
pada PT Indo Hong Hai International maupun pada Hong Hai
International Corporation;

4. Menyatakan Penggugat tidak berkewajiban dan tidak terikat untuk
pengalihan saham kepada Tergugat baik saham pada Hong Hai
International Corporation maupun pada PT Indo Hong Hai International
selain menurut ketentuan anggaran dasar perusahaan dan ketentuan
undang-undang;

5. Menghukum Tergugat | dan Tergugat |l membayar semua ongkos
perkara yang timbul dari adanya perkara ini;

6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak
jelas/kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat

mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon
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kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai

berikut:

1. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
terikat dan tunduk pada Perjanjian dengan Pengikatan, Nomor
008/SP&P-Lee TSM/IV/2019, tanggal 16 April 2019;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan
Perkara Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, kepada Para Penggugat
Rekonvensi telah melawan Perjanjian dengan Pengikatan Nomor
008/SP&P-Lee TSM/IV/2019, tanggal 16 April 2019;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan
Perkara Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, kepada Para Penggugat
Rekonvensi telah membawa kerugian kepada Para Penggugat
Rekonvensi total sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Kkerugian kepada
Penggugat Rekonvensi total sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima
ratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Selebihnya: ex aequo et bono;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara

telah memberikan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 2

Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat | dan Tergugat |l tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Perjanjian dengan Pengikatan Nomor 008/SP&P-LEE
TSM/IV/2019, tanggal 16 April 2019, mengandung perbedaan
penafsiran diantara para pihak yang membuatnya;

3. Menyatakan Perjanjian dengan Pengikatan Nomor 008/SP&P-LEE
TSM/IV/2019, tanggal 16 April 2019, tidak mengikat pihak Penggugat
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dan Tergugat dalam hal pengalihan saham, jual beli maupun gadai
saham pada PT Indo Hong Hai International maupun pada Hong Hai
International Corporation;

4. Menyatakan Penggugat tidak berkewajiban dan tidak terikat untuk
pengalihan saham kepada Tergugat baik saham pada Hong Hai
International Corporation maupun pada PT Indo Hong Hai
International, selain menurut ketentuan anggaran dasar perusahaan
dan ketentuan undang-undang;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Il. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para
Tergugat Konvensi;

[ll. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para
Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.013.000,00 (satu juta tiga belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta telah
memberikan Putusan Nomor 282/PDT/2022/PT DKI, tanggal 23 Juni 2022,
yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat | dan Tergugat Il tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding | semula Tergugat
I/Pembanding Il semula Tergugat Il;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 2 Maret 2021, yang dimohonkan
banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan nomor 2
sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Perjanjian dengan Pengikatan Nomor 008/SP&P-

LEE TSM/IV/2019, tanggal 16 April 2019 batal demi hukum;
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3. Menyatakan Perjanjian dengan Pengikatan Nomor 008/SP&P-
LEE TSM/IV/2019, tanggal 16 April 2019, tidak mengikat pihak
Penggugat dan Tergugat dalam hal pengalihan saham, jual beli
maupun gadai saham pada PT Indo Hong Hai International
maupun pada Hong Hai International Corporation;

4. Menyatakan Penggugat tidak berkewajiban dan tidak terikat

untuk pengalihan saham kepada Tergugat baik saham pada
Hong Hai International Corporation maupun pada PT Indo Hong
Hai International, selain menurut ketentuan anggaran dasar
perusahaan dan ketentuan undang-undang;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

[I. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat
Konvensi;

[ll. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding | semula Tergugat I/Pembanding Il semula
Tergugat Il untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan
yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Para Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 29 Juli 2022
kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan
kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 1
Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2022
sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor
345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang
memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
tersebut pada tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
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undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima
tanggal 22 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon
Kasasi/dahulu Para Pembanding/semula Para Tergugat Konvensi/
semula Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor
282/PDT/2022/PT DKI, tanggal 23 Juni 2022 yang memperbaiki Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr,
tanggal 2 Maret 2021;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat | dan Tergugat Il untuk seluruhnya;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima
(niet ontvankelijke verklaard);

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat
Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
terikat dan tunduk pada Perjanjian dengan Pengikatan Nomor
008/SP&P-Lee TSM/IV/2019, tanggal 16 April 2019;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan
Perkara Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, kepada Para Penggugat
Rekonvensi telah melawan Perjanjian dengan Pengikatan Nomor
008/SP&P-Lee TSM/IV/2019, tanggal 16 April 2019;
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4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan
Perkara Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, kepada Para Penggugat
Rekonvensi telah membawa kerugian kepada Para Penggugat
Rekonvensi total sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian kepada
Penggugat Rekonvensi total sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua

miliar lima ratus juta rupiah);
[ll. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
Atau,
apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah
mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2022 yang pada
pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 22
Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2022
dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan
Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan judex facti/lPengadilan Negeri
Jakarta Utara, Mahkamah Agung berpendapat judex facti sudah tepat dan
tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan
pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman uang kepada Tergugat |
dan Il sebesar USD 380.800,00 (tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus
dollar Amerika Serikat) secara pribadi dengan jaminan Akta Pengikatan
Perjanjian Jual Beli Nomor 53 tanggal 27 Juli 2016 dibuat di hadapan Notaris
Yan Armin, S.H., maka dibuatlah Perjanjian Dengan Pengikatan Nomor
008/SP&P-LEE TSM/IV/2019 tanggal 16 April 2019;

Bahwa ternyata isi dari perjanjian dengan pengikatan a quo terdapat
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kerancuan, karena perjanjian utang piutang tersebut secara pribadi antara
Penggugat dengan Tergugat dengan persetujuan istri Penggugat dan tidak
dalam rangka mewakili atau melibatkan Perusahaan Hong Hai International
Corporation, tetapi dalam perjanjian utang piutang tersebut digabungkan
dengan pengalihan saham yang mempunyai tata cara serta mekanismenya
sendiri, karena pengalihan saham, jual beli saham ataupun gadai saham
yang harus didasarkan pada anggaran dasar perusahaan dan tidak boleh
bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan, sehingga oleh karenanya Perjanjian Dengan Pengikatan Nomor
008/SP&P-LEE TSM/IV/2019 tanggal 16 April 2019 cacat hukum dan tidak
memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang
Undang Hukum Perdata, maka sudah sepatutnya perjanjian a quo batal demi
hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan
pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian
halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat
kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan
adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang
berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang
atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
putusan judex facti/lPengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan
kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MARDIANTA PEK, dan
kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para

Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,
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maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor
3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILL
1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MARDIANTA
PEK, 2. Ny. LIDYA FEDORA, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H.,
M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H.,
M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd Ttd
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.
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Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.}

Biaya-biaya Kasasi:

T Meteraia ... Rp 10.000,00

2Redaksi......... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi........... Rp480.000,00
Jumlah .................. Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001
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